
 
 

 
 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR  24  TAHUN 2021 

TENTANG 

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR 46 TAHUN  2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

dan huruf E nomor 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 

  b. bahwa berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian 

Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019;  

  c. bahwa untuk melakukan penyesuaian belanja daerah 
yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah kepada 

Pihak ketiga/Penyedia Barang dan Jasa;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 

46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan     

Lembaran     Negara   Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan     
Lembaran     Negara   Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

9. PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  TAHUN ANGGARAN 

2021. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula 
Rp.1.480.970.872.054 Bertambah/ (berkurang) sebesar 

Rp.(24.292.823.617,00) sehingga menjadi Rp.1.456.678.048.437,00 dengan 
rincian sebagai berikut :   

1. Pendapatan daerah 

a. Semula                                           Rp.1.480.970.872.054   

b. Bertambah/(berkurang)                  Rp. (24.292.823.617,00)         

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  

Rp. 1.456.678.048.437,00 

2. Belanja daerah 

a. Semula                                 Rp.1.532.252.885.688 

b. Bertambah/(berkurang)            Rp.(9.554.342.840,00) 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.522.698.542.848,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula                                 Rp.51.828.013.634 

2) Bertambah/(berkurang)        Rp. 14.738.480.777,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Rp.66.020.494.411,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula                                       Rp.0 

2) Bertambah/(berkurang)              Rp.0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.0 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 66.020.494.411,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar 

ini terdiri dari: 

1. Lampiran I  : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut  Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  : Penjabaran Perubahan APBD Menurut  Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerimaan, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV  : Daftar Nama Penerima, Alamat  Penerima,dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

 

 



5. Lampiran  V    :  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan                   
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan  anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati Polewali Mandar ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
       Ditetapkan di Polewali  

       pada tanggal 4 Juni 2021 

       BUPATI POLEWALI MANDAR, 
                     

                        ttd  
 

          ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

 

 
Diundangkan di Polewali 
pada tanggal 4 Juni 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 
          ttd              

               
BEBAS MANGGAZALI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 24. 

                    Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

                    Polewali 4  Juni   2021 

 



 

 

` 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali , 25 Januari 2021 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

 

MASRI USMAN, SH, M.Si 

Pangkat : Pembina TK. I 

NIP  : 19630420 198503 1 013 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali , 25 Januari 2021 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

 

MASRI USMAN, SH, M.Si 

Pangkat : Pembina TK. I 

NIP  : 19630420 198503 1 013 


